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Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGA!

NOMOR 12 TAHUN 2007
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemenntah
Nomor 72 Tahun 2005 tertang Desa maka dpandang peru
membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bangga tentang Badan

Permusyawaratan Desa

1

N

~3

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1858 tantang Pembentukan
Daerah — daerah Tingkat Il ¢i Sulawes: (Lembaran Negara RI
Tahun 1050 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara R! Nomor
1822) .

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentan? Dambe “tukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 1 Tahun
2004 Nomort 53, Tarmbahan Lembaran Negara RI Nomor 4339) |
Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagamana telah dubah
dengan Peraturan Pemenntan Pengganti Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2005 tentang Perubahan Alas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
R1 Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Ri
Nomor 4493) yang telab dtetapkan cengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomar 4543),

Undang — Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara

RI Nomor 4438)
peraturan  Pemerintah  Nomor 25 Tahun 2000 tentang
an Pemernntah dan Kewenangan Propns: sebaga

Kewenang
Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3852 .

peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lernbaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4587),

peraturan Daerah Kabupaten Banggal Nomar 20 Tahun 2000
tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah
Kabupaten Banggai Tahun 2000 Nomor 35, Sert D Nomor 13).
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Menetapkan - PERATURAN

Dalam Peratur

1.
2.
3.

9.

10

D
engan persetujuan bersama

DEWAN PERW
AKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

Dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN

DAERAH TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

an Daerah ini yang dimaksud dengan :

abupaten Banggal.

Daerah adalah K
san pemerintahan oleh

Bupati adalah Bupatl Banggal. ,
pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan uru

DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

sip Negara Kesatuan Republik

pemerintah daerah dan urt .
|uas dalam sistim dan prin

dengan prinsip otonomi
Indognesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur

Pemerintahan Daerah. .
Benyelenggfvzak”an akya Daerah yan selanjufnya disebut DPRD adalah
Lewta;g a Perwakilan kyat Daera Kabupaten Banggal sebagai Unsur
gl emerintahan Daerah. .

.2 Camat sebagal perangkat Daerah Kabupaten

enyelen gara P i
e z?n adalah wilayah Kkerl
: nama lain selanjutnya disebut desa adalah

ng memiliki batas-batas wilayah yang berwenangd

kesatuan m u{ Jan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan
2 istiadat setempat yand diakui dan dihormati dalam sistem

Republik Indonesia.
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh
Desa dalam mengatur dan

esa
an D Badan Permusyawaratan
sarkan asal usul dan adat

masyarakat setempat berda
akui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara

an nama lain adalah Kepala Desa dan

merintahan Desa.

ngan nama lain, selanjutnya
rwujudan demokrasi dalam
wra Pemerintahan

Pemerintah

Pemerintah e
e entingan |
mengurus an di

istiadat s€1€MH L indonesta:
a disebut deng

Pemermtah sebagai unsur penyelenggar.a Pe
2 . Desa atau yang disebut de
Badan Permt[') yada’ah lembaga yand merupakan pe
disingkat - an pemenntahf‘“ Desa sebagai unsur penyelengge
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1. Lgrnbaga Kem

7ang dibentyy
. Pemerintgh desa
eraturan Desa a

“'Sama Kepala Desg. perundang-undangan yang dibuat olsh BPD

BAB ||
KEDUDUKAN, FUNGSI DAN WEWENANG BPD
Pasal 2

BlDD be el - .
‘kedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
Pasal 3

Pasal 4

BfD mempunyai wewenang :

a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
x :
§)

Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan
Kepala Desa;

Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa:

Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;

e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi
masyarakat; dan

f. Menyusun tata tertib BPD.

Qo

BAB 1l

PERSYARATAN KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 5

(1) Anggota BPD adalah Wakil dari Pgnduduk Desa yang bersangkutan
) berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah

ufakat. :
danm 2 BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun

(2) Cygvgzl Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan Tokoh atau

Pemuka Masyarakat Lainnya.

Pasal 6
(1) Jumlah Anggota BPD ditetapkan dengan ganjil, minimal 5 (lima) orang dan
i : p ang.
mal 11 (sebelas) or , :

Tﬁx’if;h anggota  BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan

(2) bterdacafka“ jumiah Penduduk Desa yang bersangkutan dengan ketentuan

penduduk sampai dengan 3500 Jiwa 5 orang Anggota :

h .
a Jumia duduk 3501 sampai dengan 4900 Jiwa, 7 orang Anggota ;

p. Jumlah Pen
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c. Jumlah P _
d. Jumlah p223USUk 4901 sampai dengan 6300 Jiwa, 9 orang Anggotd .
(3) Selain ketentuanu L:)k Lebih dari 6300 Jiwa, 11 orang Anggota
"“-"ﬂperlirr1bangl<:;?r£1a aSga:mana dimaksud pada ayat (2) jumiah anggota BPD pe
Keuangan Desa. umber daya Aparatur, Luas Wilayah dan Kemampuan

rlu

Pasal 7

Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) harus memenuhi

persyaratan : ,

a. Berkewarganegaraan Indonesia,

b. Beﬂaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c.  Setia dan taat kepada pancasila dan Undang-undang Dasar 1945,

d. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang
mengkhianati pancasila dan Undang-undang Dasar 1245 atau kegiatan organisasi
terlarang lainnya,

e. Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP alau berpengetahuan sederajal,

f. Berumur sekurang-kurangnya 25 Tahun;

g Sehatjasmanidan rohani,

h. Berkelakuan baik, jujur dan adil;

i. karena melakukan tindakan pidana kejahatan

Tidak pernah dihukum penjara
dengan hukuman paling singkat 5 (lima) Tahun | _ '
J- Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyal

kekuatan hukum tetap.
BAB IV

PENETAPAN DAN PENGESAHAN KEANGGOTA BPD

Bagian Pertama
Penetapan Anggota BPD

Pasal 8

ah penetapan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

(1) Musyawar )
difasilitasi oleh pemerlntah Desa. APET, o
ggota BPD dipimpin oleh pimpinan musyawarah yang

(2 1 usyawarah penetapan an
a disepakali oleh peserta musygwarah. -
pPimpinan musyawarah terdiri dari ketua, wakil ketua dan sekretaris sebagal

Notnlen.

Pasal 9
ah penetapan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam
ufakatan, penetapan anggota BPD dilakukan dengan jalan
awarah. -

am musyawar
k tercapal perm
peserla musy

Apabila dal
Pysal 7 tida

perilihan oleh
Pasal 10

nggota BPD dituangkan dalam bentuk Berita Acara yang ditanda
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Pasal 11

Usulan pengesah N
an yang dilampiri dengan Daftar hadir, Notulen dan Berita Acara

Bagian Kedua
Pengesahan Anggota BPD

Pasal 12

dalam bentuk surat

Pengesahan/Peresmian anggota BPD dilakukan oleh Bupati
k diterimannya surat

kepL'xlusan Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung seja
usulan pengesahan penetapan anggota BPD.

BAB Il

SUSUNAN ORGANISASI BPD

Pasal 13

Susunan Organisasi Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari

a. Pimpinan BPD;

b. Anggota BPD:
(2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

a 1 (Satu) orang ketua merangkap anggota,
b | (Satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
c. 1 /(Satu)orang sekretaris merangkap anggota.

(1)

Pasal 14

mana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dipilih dari dan

D sebagai
musyawaratan Desa secara langsung dalam rapat BPD

(1) Pimpinan BP
oleh anggota Badan Per
yang diadakan secara terbuka.
pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua

(2) Rapat pemilihan
dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 15

Hasil pemilihan pPimpinan BPD disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk
mendapatkan pengesahan‘
BABV

TATA CARA PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI ANGGOTA BPD

Pasal 16

ebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah/janji secara

Anggota BPD sel _
persama-sama dihadapan masyarakat yang dipandu oleh Bupati atau pejabat lain yang

di tunjuk.
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Pasal 17

Su5unan Kata-kata sumpahfjanji adalah sebagai berikut - :
* Demi Aliah ( Tuhan ) saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi
kewajiban saya” selaku Anggeota BPD dengan sebak-baiknya , sejujur-jujumya gan
seadl-adinya. bahwa saya akan selalu taat, dalam mengamalkan dan
mempertahankan  Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan
menegakkan kehidupan yang demokrasi’.

BAB Vi
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BPD

Pasal 18

B8PD mempunyai Hak :
a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa ;
b. Menyatakan Pendapat.

Pasal 19

nggeta BPD mempunyai Hak
Mengajukan rancangan Peraturan Desa .
Mengajukan Pertanyaan |
Manyampaikan usul dan pendapat |
Momilih dan dipilih ;
Memperoleh tunjangan .

1N e R o B O S I O

Pasal 20

Angaota BPD mempunyai kewajiban

a_ Mengamalkan Pancasila . melaksanakan Undang-undang Dasar Negara republik
Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala Peraturan Peruncuang - undangan ;

b Melaksanakan  kehidupan  demokrasi daiam penyelenggaraan

Pemerintahan Desa; | _
Mempertahankan dan memelihara Hukum Nasiona!l serta keutuhan Negara

Kesatuan Republik Indonesia v _
d  Menyerap, menampung. menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat

e Memproses pemilihan Kepala Desa ; _ |
§  Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi. kelompck dan

olongan , . o
g ?Jenghorma!i nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat - dan

h  Menaga norma dan etka dalam hubungan kerja dengan lembaga
kemasyai akatan

Pasal 21

(1) Pumpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap Jabata _
\ Kepala Desa dan Perangkat Desa ‘an sebagai
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(7, Anggola Badar .
49 dan Permusyawaratan Desa dilarang -

z Sebagal pelaks
. Merugikan ke ;i?a proyak: Dess ;
b I S~ N
rr.f:v'i.:—kram.nap::,aka:!::"zgru;mri\lm' cresaticn _ sekeiorapc masyaralcat aan
c Ael2%ukan korupsi, k ga Negara atau golongan masyarakat 1ain .
si, kolusi nepotisme dan menerima uang. barang dan /
san atau tundakan

jasa dari pihak lain

: : « lain yang da |

{?ng aran dilakukannyz?' P e =
..‘.-f,-nyalahgunakan wewenang ; dan

Melanggar sumpah / janji jabatan.

Q

(44}

BAB VI

MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD

Bagian Pertama
Masa Jabatan Anggota BPD

Pasal 22

elama 6 (enam) tahun dan dapat diangkat /

nggota BPD ditetapkan s
abatan berikutnya.

Masa jabatan A
li untuk 1 (satu) kali masa |

diusulkan kemba

Bagian Kedua

pemberhentian anggota BPD

pPasal 23

a Badan permusyawaratan Desa berhenti persama-sama pada saat
u ditetapkan peresmiannya.

anggota Badan pPermusyawaratan Desa yang bar
(2) Anggota BPD berhenti karena

a. Meninggal Dunia

b. Atas permintaan

c Diberhentikan :
(3) Anggota gPD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pa

karena :
Berakhir masa jabatannya,

Dinyatakan Melanggar sumpah / janji;

Tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota BPD;

Melanggar larangan bagi anggota BPD;

perhalangan tetap,
weninggalkan Desa secara berturut-turut selama 3 (tiga) Bulan;
Secara perturut-turut tidak mengikuti rapat BPD selama 3 (tiga) kali tanpa

alasan yang jelas.

(1) Anggot

sendiri
da ayat (2) huruf ¢

o ™o Q.O‘U‘m

BAB VI
TATA TERTIB DAN MEKANISME ﬁAP]AT BPD
Pasal 24
ta tertib BPD ditetapkan dengan Peraturan Badan Permusyawaratan

(1) Pengaturan ta
Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
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2y Perasturan BPD sebagamang |
o anmnam.cmm“mmmwmm

. Pasal 25

113 Rapat BPD dpwnpin oleh Penpinan BPD

{21 Fapa BPD sebagamana dimaksud ayat (1) dinyatakan sah apabids 172 (saty per
dua) dan jumiah Anggota BPD, dan Keputusan ditetapkan berdasarkan suard
terbanyar.

Dalam hal tententu Rapat BPD dinyatakan sah apabia chadin cleh sesLrsng -

{3)
kurangnya 273 (dua per tiga) dar jumiah Anggota BPD, dan keputusan Cletagsan
dengan persetujuan sekurang - kurangnya 172 (satu per dua) dtamdan 1 (sati)
dan jumiah Angpota BPD yang hade
(4) Hasl rapat BPD dietapkan dengan Keputusan BPD dan diengkap: Cengan
notulen rapat yang dibuat cleh Sekretans BPD
- kurangreya 1 (satu)

(5) Rapa! Badan Permusyawaratan Desa diakukan sekurang
kali dalam J (liga) Bulan

BAB IX

TATA CARA MENGGAL! MENAMPUNG DAN MENYALURKAN
ASPIRAS! MASYARAKAT

Pasal 26

Setap anggota BPD berlangogungiawal men@anng aspras: masyaranat Desa
menury!l  keterwakilan wilayah masing-masing setagasmana Srnaks.d paca

Pasal 5 ayat (1)
dimaksud pada ayat (1) Claxusan mnenal 3%

) Penanngan aspras sebagamana
kalh datam sebulan melalul tatsp muka dengan masyarakalt Saaciayah yang

dawalolinya
(2y Asprasi masyarakat ddampung dan dbawa ke forum musyawarah BPD untuk
dibahas secara bersama-sama dengan anggota BPD lainnya

Pasal 27
Aspuasi masyarakat yang dyanng sebagamana dmaksud paca pasal 26 ayat (1)
masyarasat dibdang pembangunan Desa gan pemberdayaan

adalah aspwas

{1

masyaraka. desa.
BAB X
HUBUNGAN KERJA DENGAN KEPALA DESA DAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN
Pasal 28
Lembaga Kemasyarakatan bersama-sama merancanasan

BP0 Kepala Desa dan
pembangunan Desa dalam 13
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2y Ponsip hubungan kerna sebagaiman

Lembaga Kemasyarakat a dimaksud pada ayat (1) juga beriaku dengan

an ya
yang ada di Desa secara terbuka dan demokratis

BAB XI
PEMBIAYAAN BPD
Pasal 30

(1) Pimpinan dan anggota Badan permusyawaratan Desa menerima tunjangan sesual
: dengan kemgmpgan keuangan Desa.
(2) Tunjangan pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana
c[j);maks'.;d pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja
esa.
(3) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan
Bupati.

Pasal 31

(1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan
Desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (
Desa.

1) ditetapkan setiap tahun dalam APB

BAB XlI
PENGGANTIAN ANGGOTA DAN P!MPINAN

Bagian Pertama
Penggantian Anggota

pPasal 32

penggantian anggota BPD dilaksanakan apabila terjadi pemberhentian sebagaimana
dimaksud pada Pasal 23.

Bagian Kedua
Penggantian Pimpinan

Pasal 33

Apabila terjadi kekosongan unsur pimpinan BPD dilakukan penggantian pimpiran.
(2) Proses penggantian unsur pimpinan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
' gilakukan dalam Rapat BPD yang dihadiri oleh 2/3 dari jumiah anggota BPD dan
kepulusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 'z + 1 (setengah
ditambah satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.

U ulan hasil penetapan pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Jisampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan

(N

(3)
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BAB Xl
PENUTUP
Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini , maka Peraturan Daerah Kabupaten Banggal
Nomor 12 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
r pada tanggal 5 Juni 2007

Diundangkan di Luwuk
al 5 Juni 2007

TARIS[b ERAH KABUPATEN,
J

DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2007 NOMOR 12

LEMBARAN
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